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SEMBILAN

APAKAH INDONESIA MASIH 
BUTUH REFORMASI SEKTOR 

KEAMANAN (RSK)?
Evan A. Laksmana

APAKAH Indonesia masih memerlukan Reformasi Sektor 
Keamanan? Reformasi Sektor Keamanan (RSK) secara 
umum mencakup semua organisasi yang mempunya otoritas 
untuk menggunakan kekuatan (force) serta struktur-struktur 
sipil yang mengelola mereka, termasuk, militer, intelijen, 
polisi, penjaga perbatasan, penegak hukum dan lain-lain.1 

  Esensi dari RSK adalah bagaimana merubah sistem 
pengelolaan aktor-aktor ini agar dapat bekerja sama dan 
beroperasi menurut kerangka norma demokrasi dan good 
governance.2 Berbagai tulisan di buku ini hampir semua akan 
menjawab afirmatif: Indonesia masih butuh RSK, meski 
banyak tantangan di masing-masing ranah persoalan, dari hak 
asasi manusia hingga bisnis militer dan intelijen. Dengan kata 
lain, para penulis bab-bab sebelumnya mengatakan bahwa 
Indonesia masih harus menyelesaikan berbagai tantangan 
dan pekerjaan rumah RSK yang belum tuntas. Implikasinya, 
Indonesia masih terus harus mengejar ‘agenda besar’ RSK. 
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Epilog ini akan memberikan kontra argumen: Indonesia tidak 
lagi membutuhkan RSK. 

Lebih jauh, Indonesia butuh transformasi mendasar 
untuk masing-masing aktor sektor keamanan secara terpisah. 
Ada dua ‘akar masalah’ yang menghambat RSK: kelemahan 
konseptual mendasar serta sentralnya peran masyarakat sipil. 
Sebagai satu ‘agenda besar’ reformasi, RSK mempunyai 
berbagai kelemahan konseptual yang sering menghambat 
konsensus dalam masyarakat sipil sendiri dan antara 
masyarakat sipil dengan aktor sektor keamanan serta otoritas 
politik. Meski demikian, fokus dan tenaga gerakan RSK 
di dekade 2000an diarahkan pada regulasi-regulasi politik 
(undang-undang) berbagai sektor keamanan. Akibatnya, 
dokumen-dokumen birokrasi dan organisasi belum dibahas 
tuntas. Di saat motor-motor masyarakat sipil pendorong 
RSK (seperti Pro-Patria Institute) mulai mengendur karena 
mengeringnya sokongan donor, minimnya dokumen-
dokumen tersebut artinya otonomi para aktor sektor keamanan 
semakin meningkat untuk ‘memperbaiki’ diri mereka 
sendiri. Peran donor luar negeri di periode awal tahun 200an 
menguat karena adanya gerakan di komunitas pembangunan 
internasional untuk mendorong agenda-agenda RSK di 
berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Meredupnya 
peran masyarakat sipil dan menguatnya otonomi aktor sektor 
keamanan diperparah dengan keputusan-keputusan otoritas 
politik untuk pelan-pelan meninggalkan wacana dan agenda 
RSK untuk menjaga ‘stabilitas dalam negeri’. 

Secara keseluruhan, jika RSK yang dimaksud adalah 
agenda yang dibentuk dan diformulasikan di era tahun 2000-
an, maka Indonesia tidak lagi butuh RSK. Tentu ini bukan 
berarti bahwa semua aktor keamanan Indonesia sudah 
‘sempurna’. Justru sebaliknya, RSK perlu ditinggalkan 
secara konseptual agar kita bisa fokus pada transformasi—
bukan sekedar reformasi—fundamental masing-masing aktor 
keamanan. Dengan kata lain, berbagai persoalan yang bab-
bab awal buku ini perlu diatasi dengan meninggalkan lensa 



APAKAH INDONESIA MASIH BUTUH REFORMASI SEKTOR KEAMANAN (RSK)? 157

dan konsep RSK. Keterbatasan sumber daya masyarakat sipil 
dan komunitas epistemik sektor keamanan mengharuskan 
perubahan strategi, dari perluasan agenda RSK menjadi 
pendalaman agenda transformasi masing-masing aktor 
keamanan. Tulisan ini akan memberikan elaborasi atas 
berbagai argumen di atas di dalam beberapa bagian berikut. 

A. Kelemahan Konseptual Mendasar

RSK mempunyai kelemahan-kelemahan konseptual 
fundamental. Pertama, para advokat RSK, baik di komunitas 
pembangunan internasional maupun penggiat reformasi 
di Indonesia, belum membedakan RSK sebagai (a) sebuah 
proses (mechanism) yang harus dijalankan dengan ciri 
tertentu atau (b) sebuah kondisi ideal (outcome) yang hendak 
dicapai.3 Perbedaan proses dan hasil menjadi penting ketika 
kita bicara strategi dan kebijakan. Misalnya, kalau RSK 
dimaknai sebagai proses berkelanjutan, maka yang penting 
adalah bagaimana dalam proses menjalankan RSK, para 
aktor keamanan mengalami ‘reformasi’ dengan cara dan 
waktu mereka sendiri-sendiri. Tapi kalau RSK dimaknai 
sebagai tujuan, maka otoritas politik harus menyiapkan 
rancang bangun terperinci capaian RSK, terlepas dari proses 
menuju ke sana.4 Tanpa ada kesepakatan RSK sebagai proses 
atau hasil, masyarakat sipil, pemerintah, dan para aktor 
keamanan akan selalu berdebat tiada akhir mengenai definisi 
‘keamanan nasional’, misalnya, atau konten ‘reformasi’ yang 
hendak dicapai. 

Kedua, sejarah intelektual konsep RSK juga 
bermasalah. Secara umum, RSK diajukan oleh negara-negara 
demokrasi barat maju, terutama Inggris, untuk ‘merombak’ 
sektor keamanan di negara-negara pasca konflik. Akibatnya, 
ada banyak muatan normatif dan filosofis, mulai dari peran 
donor asing hingga nilai-nilai liberalisme politik.5 Bahkan, 
agenda RSK merupakan agenda normatif terbuka untuk 
menciptakan landasan kenegaraan (statehood) sebagai jalan 
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menuju keamanan masyarakat (people-centered security) 
dalam kerangka liberalisme barat.6 Landasan ini kurang 
cocok untuk konteks perkembangan militer dan keamanan 
Indonesia dalam jangka panjang. Persoalan ‘kecocokan’ ini 
bukan sekedar ‘perbedaan budaya’—antara konsep ‘barat’ 
dengan ‘timur’ misalnya—tapi lebih merupakan prakondisi 
perubahan sistem politik secara keseluruhan. RSK dalam 
formulasi ekspor negara-negara barat hanya akan ‘berhasil’ 
jika diikuti perubahan sistem politik mendasar dari negara-
negara yang menjalankan agenda RSK. Padahal, berbagai 
kontestasi sosial, politik, dan ekonomi Indonesia pasca Orde 
Baru tidak memungkinkan adanya perubahan sistem politik 
menuju liberalisme penuh demi mencapai RSK; apalagi jika 
kita lihat menguatnya peran oligarki politik dan kembalinya 
elit lama Orde Baru.7 

Meski demikian, masyarakat sipil Indonesia lalu 
menjadikan RSK sebagai ‘payung besar’ untuk meneruskan 
proses reformasi pasca Orde Baru.8 Akibatnya, agenda RSK 
Indonesia sangat dipengaruhi urgensi awal tahun 2000-an 
untuk melakukan ‘depolitisasi militer’ tanpa ada rencana 
jangka panjang untuk ‘re-militerisasi’ (secara profesional) 
Tentara Nasional Indonesia (TNI). Meski pada akhir tahun 
2000-an mulai banyak yang menaruh perhatian pada 
persoalan organisasi, pendidikan, dan doktrin, berbagai 
kebijakan pemerintah dan perhatian masyarakat sipil 
berkutat pada perbaikan anggaran pertahanan dan akuisisi 
persenjataan sebagai tahap berikut dari reformasi TNI.9 

Lebih jauh, sebagai bagian dari agenda perluasan 
RSK, fokus masyarakat sipil mulai melebar ke reformasi 
polisi dan intelijen. Akibatnya, agenda reformasi TNI sedikit 
‘kurang perhatian’ dan pelan-pelan masih berkisar pada 
penyelesaian regulasi politik pasca UU TNI 2004. Secara 
keseluruhan, konteks sejarah konsep RSK, baik secara umum 
maupun di Indonesia, menghambat munculnya agenda-
agenda transformasi fundamental—konsep ‘reformasi’ 
cenderung bersifat parsial—bagi para aktor sektor keamanan 
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terutama TNI.10 Dengan kata lain, perluasan agenda RSK 
malah menyebabkan terbengkalainya pendalaman strategi 
dan kebijakan transformasi aktor keamanan secara masing-
masing. 

Terakhir, karena dua masalah konseptual di atas, kita 
mempunyai ukuran kesuksesan yang berbeda-beda terhadap 
agenda RSK. Misalnya, minimal ada dua pendekatan dasar 
yang digunakan untuk menakar ‘maju mundurnya’ agenda 
reformasi TNI: politik-demokratik dan organisasional-
operasional.11 Dalam lensa pertama, reformasi TNI akan 
dianggap ‘positif’ jika berdasar atau memajukan norma-norma 
politik demokrasi (liberal), seperti kontrol sipil demokratis. 
Dalam lensa kedua, reformasi TNI akan dianggap ‘positif’ 
jika efisiensi dan efektivitas organisasi TNI, termasuk dalam 
menjalankan operasi, meningkat. Perdebatan akan ukuran 
sukses atau selesainya reformasi TNI di era Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono (SBY) adalah salah satu contoh 
kerancuan beda lensa yang dipakai untuk mengukur RSK.12 

B. Paradoks Sentralitas Masyarakat Sipil

Di tengah kekacauan konseptual di atas, peran masyarakat 
sipil dan komunitas epistemik pertahanan justru makin 
penting. Pemerintah dan otoritas politik pasca Orde Baru 
tidak bisa diharapkan untuk memahami nuansa-nuansa 
konseptual soal RSK secara umum atau reformasi militer 
secara khusus. Justru minimnya keahlian kebijakan keamanan 
dan pertahanan di kalangan pemerintah dan elit politik era 
reformasi yang membuka pintu bagi masyarakat sipil untuk 
masuk dan mendorong agenda RSK. Dari awal tahun 2000-
an hingga awal tahun 2010-an, komunitas masyarakat sipil 
dianggap turut menyukseskan disahkannya UU Pertahanan 
Negara (2002), UU TNI (2004), UU Intelijen Negara (2011), 
dan UU Industri Pertahanan (2012).13 Sebagian dari anggota 
komunitas tersebut juga terlibat dalam proses formulasi 
berbagai dokumen kebijakan strategis Kementerian 
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Pertahanan, termasuk Buku Putih Pertahanan (Defense White 
Paper). 
 Namun sejak periode kedua SBY, peran masyarakat 
sipil dalam proses pembentukan berbagai kebijakan dan 
dokumen pertahanan di level organisasi (TNI dan masing-
masing angkatan) serta di level birokrasi (Kementerian 
Pertahanan) makin menurun. Fenomena ini bisa dijelaskan 
oleh beberapa faktor. Pertama, kerancuan konseptual 
di atas juga akhirnya seiring waktu bercampur dengan 
perbedaan agenda dan mekanisme yang diperjuangkan 
anggota komunitas epistemik yang berlatar belakang 
pejuang HAM dan yang berlatar belakang akademisi atau 
analis kebijakan profesional. Kelompok pertama cenderung 
memperjuangkan agenda-agenda tersisa dari reformasi 
1998, termasuk penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, 
dan mendorong kontrol demokratik atas aktor keamanan. 
Sementara kelompok kedua cenderung bekerja sama dengan 
para aktor keamanan dan negara untuk memperbaiki efisiensi 
dan efektivitas kebijakan pertahanan dan keamanan. Meski 
hubungan pribadi antara anggota kedua kelompok tetap 
terjaga baik, perbedaan pendekatan dan agenda mengurangi 
tekanan berlapis (multiplier effect) masyarakat sipil terhadap 
para pembuat kebijakan pertahanan keamanan. 
 Kedua, sentralitas Pro-Patria Institute dalam 
mendorong agenda-agenda RSK perlu diakui. Pro-Patria 
memfasilitasi sebagian besar kesuksesan legislasi RSK 
dan peran masyarakat sipil di atas selama kurang lebih 
satu dekade. Di berbagai kelompok kerja Pro-Patria, kedua 
kelompok di atas bertemu, saling bertukar pandangan, dan 
menyamakan visi misi RSK, meskipun masing-masing 
anggota dan institusi sepakat untuk membagi tugas dan beban 
fokus advokasi dan penelitian.14 Oleh karena itu, menurunnya 
dukungan anggaran USAID kepada Pro-Patria di awal 
periode pertama SBY hingga habis di awal periode kedua 
(lihat Gambar 1) nampak berkorelasi dengan menurunnya 
berbagai kegiatan masyarakat sipil untuk terus mendorong 
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berbagai agenda RSK. Mati surinya Pro-Patria di era tersebut 
juga berdampak hilangnya forum di mana berbagai kelompok 
masyarakat sipil dapat menyamakan visi dan agenda RSK. 
Akibatnya, setiap kelompok berjalan sendiri-sendiri selama 
sepuluh tahun terakhir di era pasca Pro-Patria.15 

Gambar 1. Dukungan Pendanaan Pro-Patria Institute dari 
USAID (rata-rata per tahun)

Sumber: 
informasi disarikan dari Scarpello, Stifled Development, hlm. 141-2

  
Terakhir, meningkatnya citra positif TNI dan menurunnya 
kualitas sistem demokrasi dan pemerintahan (governance) 
selama 10 tahun terakhir mengakibatkan menurunnya 
urgensi reformasi militer sebagai komponen utama agenda 
awal RSK.16 Di satu sisi, ada banyak persoalan penting 
seperti korupsi atau pembangunan infrastruktur yang 
menyita perhatian publik dan elit. Di sisi lain, pemerintah 
dan partai politik, terutama di era Presiden Jokowi, makin 
membutuhkan bantuan dan dukungan dari para aktor 
keamanan, terutama TNI-Polri, untuk menjalankan agenda-
agenda mereka.17 Akibatnya, gerakan-gerakan RSK yang 
merupakan warisan reformasi seperti kehilangan momentum 
strategis. Keterbatasan sumber daya serta inkoherensi 
komunitas epistemik pertahanan keamanan makin 
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menghambat dinamika RSK di tengah lingkungan politik 
yang tidak kondusif. 

C. Kesimpulan dan Agenda Berikutnya

Analisis di atas menggarisbawahi dua elemen penting dalam 
perjalanan RSK di era reformasi. Pertama, secara konseptual, 
RSK seperti pedang bermata dua: di satu sisi, agenda 
normatif bernuansa liberalisme yang dicomot dari komunitas 
pembangunan internasional memberi kesempatan bagi 
Indonesia untuk merombak keseluruhan sektor keamanan 
yang dirancang sebagai alat rezim Orde Baru. Tapi di sisi 
lain, perluasan agenda RSK malah menjadi bumerang ketika 
fokus dan energi masyarakat sipil serta pemerintah masih 
terbatas dalam jendela kesempatan kurang lebih 10-15 tahun 
pasca 1998. Dengan kata lain, kelemahan konseptual RSK 
ikut menjelaskan kemandekan proses reformasi berbagai 
sektor keamanan belakangan. 
 Pertama, tanpa ada peran masyarakat sipil, Indonesia 
bahkan tidak akan mempunyai kerangka regulasi dan proses 
RSK yang sudah dijalankan sejak 1999.18 Namun karena Orde 
Baru membungkam masyarakat sipil, komunitas epistemik 
RSK di era reformasi belum terlembaga dengan baik, 
termasuk masih sentralnya model kerja cair dan informal 
berbagai individu dan organisasi serta pentingnya pendanaan 
dari negara donor seperti Inggris dan AS. Akibatnya, saat 
negara donor ada prioritas lain atau saat pusat jaringan 
(central node) seperti Pro-Patria mulai mundur, masyarakat 
sipil dan komunitas epistemik RSK kembali ke ranah 
kegiatan masing-masing dengan agenda dan pendekatan 
berbeda-beda. 
 Dua pokok persoalan ini—kelemahan konseptual 
dan sentralitas masyarakat sipil—tentu bukan satu-satunya 
penjelasan atas kemandekan agenda RSK yang telah 
diidentifikasi bab-bab buku ini sebelumnya. Persoalan 
konflik, kerja sama, dan kompromi elit politik dan militer, 
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misalnya, juga sangat menentukan ruang politik agenda RSK 
di era Presiden Habibie dan Gus Dur, misalnya.19 Dinamika 
hubungan internasional, seperti mengendurnya peran AS 
dalam mendorong RSK pasca September 11 (9/11), juga turut 
mempengaruhi maju mundurnya proses reformasi TNI.20 Kita 
butuh analisis sistematis mengenai kemandekan RSK secara 
umum dan reformasi militer secara khusus selama 20 tahun 
terakhir. Buku ini menawarkan berbagai masalah-masalah 
kebijakan dan empiris serta hipotesa-hipotesa alternatif 
sebagai landasan awal dan titik mula analisis tersebut di 
kemudian hari.  
 Apa langkah ke depan yang bisa dipertimbangkan? 
Pertama, kita tidak bisa berharap pada otoritas politik atau 
pelaku kebijakan pertahanan keamanan. Komunitas epistemik 
dan masyarakat sipil yang harus mencari konsensus agenda, 
strategi, dan landasan konseptual untuk transformasi masing-
masing sektor keamanan. Artinya, pemerhati sipil militer, 
misalnya, harus sepakat apa masalah-masalah mendasar 
transformasi pertahanan yang belum dikaji dan dicarikan 
solusinya. Transformasi pertahanan harus mampu mengubah 
semua karakter organisasi TNI dan proses pembuatan 
kebijakan pertahanan untuk menciptakan sistem dan institusi 
yang strategis, efektif, dan efisien serta berada dalam kendali 
demokratis. Mengingat besarnya agenda transformasi 
pertahanan ini, fokus, energi, dan sumber daya masyarakat 
sipil tidak bisa terpecah belah dengan ‘sambilan’ mengkaji 
transformasi Polri atau intelijen misalnya. Atau sebaliknya, 
jika masyarakat sipil merasa transformasi Polri lebih urgen, 
maka fokus, energi dan sumber daya terbatas harus diarahkan 
ke sana. 
 Kedua, keberhasilan Pro-Patria sebagai central hub 
RSK di medio tahun 2000-an juga merupakan kelemahan 
proses RSK—kalau hanya ada satu pusat maka keseluruhan 
jaringan rentan mengalami disrupsi strategis. Masyarakat sipil 
serta komunitas epistemik kebijakan pertahanan keamanan 
perlu mendorong munculnya simpul-simpul baru baik di 
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Jakarta maupun luar Jakarta. Selama 10 tahun terakhir, makin 
banyak generasi muda yang mempunyai pendidikan pasca 
sarjana di bidang pertahanan dan keamanan, baik dari dalam 
maupun luar negeri. Puluhan alumni Universitas Pertahanan 
saja sudah tersebar di berbagai sektor di seluruh Indonesia. 
Belum lagi munculnya generasi terakhir pengamat kebijakan 
pertahanan keamanan yang baru menyelesaikan studi studi 
doktoralnya. Ada jendela kesempatan baru untuk mendorong 
revitalisasi komunitas epistemik pertahanan keamanan 
sebagai mitra kerja dan dialog para pembuat kebijakan serta 
aktor negara. 
 Ketiga, masyarakat sipil, terlepas dari konsensus 
di atas, perlu memikirkan kajian dan dokumen-dokumen 
kebijakan di level organisasi dan birokrasi sektor-sektor 
pertahanan dan keamanan, bukan lagi perundang-undangan 
politik. Situasi politik domestik sekarang jauh berbeda 
dibanding era awal reformasi. Belakangan, proses politik 
menegosiasikan undang-undang diperumit dengan obsesi 
eksekutif pada pembangunan fisik infrastruktur dan lemahnya 
peran oversight legislatif keseharian atas berbagai kebijakan 
pertahanan. Daripada menghabiskan sumber daya terbatas 
untuk advokasi undang-undang, masyarakat sipil dapat 
menggunakan jaringan-jaringan baru untuk mendorong 
naskah-naskah kebijakan yang lebih praktis dan penting di 
level organisasi dan birokrasi. Proses penelitian dan advokasi 
juga dapat berjalan pelan-pelan di belakang layar, apalagi 
jika masalah-masalah kebijakannya tidak terlalu ‘muncul’ di 
publik. 
 Akhir kata, Indonesia tidak lagi harus 
‘menyelesaikan’ agenda RSK jika agenda tersebut masih 
rancu secara konseptual dan penuh ‘warisan’ masa lalu. 
Indonesia butuh masyarakat sipil untuk menemukan 
konsensus baru dan bertransisi pada transformasi masing-
masing aktor pertahanan keamanan. Komunitas epistemik 
perlu direvitalisasi dan mencari alokasi sumber daya 
terbatas untuk mencapai target-target perubahan kebijakan 
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yang realistis dan praktis, bukan normatif dan melebar ke 
mana-mana. Transformasi fundamental butuh waktu dan 
sumber daya yang tidak sedikit. Alangkah baiknya jika kita 
lebih fokus pada pendalaman dan bukan pelebaran agenda. 
Lagipula, tanpa adanya kepemilikan lokal atas proses-proses 
transformasi pertahanan dan keamanan yang digawangi 
masyarakat sipil, apapun agenda perubahan kebijakannya 
tidak dapat berkelanjutan. 
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